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SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
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KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

bahwa bencana yang timbul dan mazalah pengungsi vang
terjadi, dampak bencana atau konflik sosial, perlu segera
diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat,
tepat, terpadu dan terkoordinast melalui kegiatan pencegahan,
penyefamatan, rehabilitasi dan rekonstrukest,

bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi secara berbudaya guna dan berhasil guna perlu
dilakukan penataan kembali tugas, fungsi, susunan organisast
dan sekretariat satuan pelaksana penanggnlangan bencana
Kabupaten Pontianak;

bahwa berdasarkan pertimbangan zebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diataz, perly ditetapkan Peraturan Bupati
Pontianak tentang satuan pelaksana penanggulangan bencana
Kabupaten Pontianak;

Undang-Undang Noemor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) zebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1939 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahon 1974 tentang Ketentpan-
Ketentuan Pok 'k Kesejahteraan Sosal (Lembasan Negara
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3039y

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3234). zebagaimana telah disbah
dengan Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Keamanan Negara( Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara No 4169,

Undang-Undang Nomor 3 Tahon 1990 tentane Konszervasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan [ embaran Negata
Nomor 34913



Menetapkan

e

10.

U nddﬂﬂ—f m:!_uc' Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pcnveiuiaan
Lmakunﬂan deup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Kevangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1999 Nemor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 31848), C

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerzh *’L::mbaran Nef'aza Tahtm 2004 Nomor 125, Taabahan

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinass
Kegiatan Instans Vertical di Daerah (Lembaran Megara Tahun

......

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 2373,

Peraturan Pemermtah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi zebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Badan Koordinasi Nasional Penanc'c'uldnc'an Bencana dan
Penanganan Pengungsi :ebagannana telah dizempurnakan
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Republik Indenesia Nomor 3 Tahun 2001 tentans Badan
Eoordinazi Nastonal Penangguolangan Bencana dan Penanganan '
Pengungai;

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan
dan susunan  Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seti D
Nomor 01);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Penanganan Pengungsi
D1 Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005

tanggal 29 Desember Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi
Nagzional Penanggulangan Bencana (Bakornas-PE).

MEMUTUSKAN .

PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG SATUAN
PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA ,_5};?1_:—1!.;1
FB) KABUPATEN PONTIANAK



BABI
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan ini vang dimaksod dengan :
1 Badan Koordimnasi Nazional Penanggulangan Bencana zelanjutnyva dizebut

Bakornas PR, adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi

penanggulangan bencana vang berada dibawah dan bertanggung jawab langzung
kepada Presiden.

2. Pemnerintah Daerah adalah Kepala Daerah bezerta Perangkat Daerah Otonom
lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah tempat terjadinya bencana

Ll

Daerah adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten. dan Daerah Kota vang
berzifat otonom.

BABIL
KEDUDUEAN, TUGAS DAN FUNGSI

(1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana  yang dizingkat SATLAK PB
Kabupaten Pontianak adalah Wadah Organisast nen  Struktural bagi
Penanggulangan Bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsun
kepada Bupat1;

[
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1) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya
Penanggulangan Bencana batk yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh

. manusia, vang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/ mitigast,
penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi,

—
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—

Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi npaya
pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul
akibat konflik baik sosial maupun politik yang terjadi di suatu Daerah yang
meliputi kegiatan pencegahan tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan
pengembalian atau relokasi pengungs,

Pazal 3

SATLAK PB Kabupaten Pontianak mempunyai tugas melaksanakan upaya
Penangeulangan Bencana di Kabupaten Pontianak zesual kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Badan Koordinasi Nazional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS-PB; dan atau
petunjuk Gubernur Propinzi Kalimantan Barat selaku Ketua Satvan Koordinasi Pelakeana
Penanggulangan Bencana (SATKORLAK-PB) Propinst Kalimantan Barat yang meliputt
kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi untuk penanggulangan
bencana dan penvelamatan pemberdayaan, rekonsiliasi dan penempatan unfuk
penanganan pengungsi cetelah ditetapkan keaadaan bencana pengungsi di Tingkat
Kabupaten oleh Bupatt Pontianak.



Pazal 4

Untuk melaksanakan tugas cebagaimana dimaksud Pazal 3 SATLAK-PE Kabup
Pontianak mempunyai fungsi -
i
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Menyusun Pedeman Pelaksanaan Penanggulangan Bencana  sesuar dengan
kondizi Kabupaten Pontianak;

Mengkeordinasikan upaya Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh
instansi/ organisasi/ lembaga di Daerah Kabupaten Pontianak dan melakeanakan
koordinast dengan SATLAK-PB Kabupaten latn vang berbatazan dengan
Kabupaten Pontianak;

Melaporkan kejadian bencana secepatnya Lepada Gubernur Ftnpmai Kalimatitan
Bar at zelaku ketua SATKORLAK-PB Propinsi Kalimantan Barat dengan

tembuszan instanst terkat;

Memantau pelakzanaan Penanggulangan Bencana vang terjadt di Daerah
Kabupaten Pontianak;

Melapotkan hasil kegiatan Penanggulangan Bencana vy
Kabupaten Pontianak kepada SATKORLAK-PE Propinzi K:
BAKORNAS-PE zecara berkala atan sewaktu-waktu;

g ertady di Daerai
alimantan Barat atas

Mejakzanakan tugaz Penanggolangan Bencana lamnya sespat petunjuk Bopats
Pontianak.

BABIII
ORGANISASI

Paszal 5

Suzunan keanggotaan SATLAK-PE Kabupaten Pontianak terdin dan
a. Retua
b, Wakil Ketual
o Wakil Retuall
d. Ketna Harian
e, Sekretaris
f.  anggota
zebagaimana tercantum lampwran 1 Peraturan ing,

)~ Suzunan  keanggotaan SATLAK-PBE Kabupaten Pontianak sebagaimana

dimakzud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peratoran ing;

Untuk kelancaran tugas-tugasnya Ketua SATLAK-PE dapat mengundang
Kepala Dinaz atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadie dalam rapat atau
pertemuan  SATLAK-PB  dan  mengtkutsertakannya  dalam  upaya
Penanggulangan Bencana.



Eupati Pontianak selaku Ketua SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dalam melaksanakan

Pazal 6

tugas dan fungzi SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dapat membentuk :

I
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(1)
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()

Ruang puszat koordinast dan pengendalian operast Penanggulangan Bencana
{RUPUSKORDALOPS_PB) yang merupakan ruang data dan posat informasi
Daerah rawan bencana dan vnsur-unzur potenst kekuatan Penanggulangan
Bencana yang bertempat di kantor Dinas Sostal, Tenaga Kerja dan Trmrmxﬂrli
Kabupaten Pontianak;

Tim Reaksi Cepat stan TRC vang merupakan badan staf vang terdirn dart
berbazat  unzur instans  terkait dan  masvarakat vang  ferfibat  dalam
Penanggulangan Bencana vang diketuai oleh pejabat vang ditunjuk Ketua
Harian SATLAK.-PE dan dibantu beberapa orang anggota dengan tugas
melakzanakan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat
apabila terjadi bencana di Daerah Kabupaten Pontianak;

Satuan Tugas SATLAK-PE yang merupakan oreanizas kerangka vang diziapkan
dari unzur SATLAK-PE dalam mengantizipasi terjadinya bencana dan dalam
upaya penangeulangan bencana yang terjadi di Daerah Kabupaten Ponttanak
apabila SATLAK-PB tidak mampn mengatasinya.

BABIV
SEKRETARIAT SATLAK-PE

Pazal 7

Untuk memberikan dukungan staf dan administrast kepada SATLAK-PB
dibentuk Sekretariat SATLAK-PB;

Sekretariat SATLAK-PB berfugas memberikan pelayanan staf dan administrass
kepada SATLAK-PE;

Sekretariat SATLAK-PE Kabupaten Pontianak adalah unsvr pelaksana fungsi
SATLAK-PB Kabupaten Pontianak yang berada dibawah dan bertanggung
tawah kepada Bupati Pontianak.

Pazal 8

Sekretariat SATLAK-PB Kabupaten Pontianak sebagamana dimaksud dalam
pazal 7, dipimpin oleh Selretariz SATLAK-PB Kabupaten Pontianak;

Sekretariat SATLAK-PB Kabupaten Pontianak terdini dart
Bidang Penanggulangan Bencana,

Bldﬂll‘? Penanganan Pengungst,

B:da:w her;a. ama dan Peran Serta Masyarakat;

oo
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" d Bidang Administrasi.



{2} Mazing-mazing bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 {empat) sub Bidang:

(4) Organizazt dan Tata Kerja Sekretarist SATLAK-PB Kabupaten Pontianak
ditetapkan oleh Sekretaris SATLAK-PE dengan suzunan sebagaimana tercantim
dxdalam fampiran 2 (dua) Peraturan 1ot

Pazal @

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas fung:t SATLAK-PB Kabupaten
Pontianak, Sekretariz SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dapat membentuk kelompok
kerja dan tugas tertentn sesuat kebutuhan,

BABV
TATA KERIA

Pazal 10

(1) SATLAK-PB Kabupaten Pontianak mengadakan rapat organisas secara berkala
zekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan untuk
a. Merumuskan dan menetapkan kebyakan penanggulangan bencana di

Kabupaten Pontianak, termasuk petunjuk pelaksaannya yang antara lain
meliputi tata cara penyaluran penggunaan bantuan bsserta pengawasan dan
pertanggung jawabannya;

b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah
vang timbul dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana,

¢. Menvelesakan permaszalahan vang timbul sehubungan dengan dampak
Penanggulangan Bencana.

{2y SATLAK-PBE menyampatkan laporan kepada Bupati Pontianak sekurang-
- kurangnva 2 (dua) kali dalam waktu setahun, atan sewaktu-wakiu dipandang
perlu.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pazal 11

(1) Sezala pembiayaan yang diperlukan vntuk mendukung kegiatan SATLAK-PB
Kabupaten Pontxanak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Instansi terkait dan sumber
dana hmm a yang =ah dan tidak mengikat,

(2) Segala pembiayaan vang diperlukan untuk mendukung kegiatan Sekretanat
SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dibebankan kepada ﬁ&nac'axan Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.



Pazal 12

(1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat, lembaga Pemerintah, dan
lembaga swasta, termasuk bantvan dari luar negeri bagi penangeulangan
bencana di Daerah Kabupaten Pontianak dikoordinasikan melaly SATLAK-PB
Kabupaten Pontianak:

(1) Dalam keadaan yang sangat mendesak bantuan dapat diberikan langsung pada
kotban bencana di Daerah Kabupaten Pontianak,

Pazal 12

ertanggung jawaban penggunaan bantvan zebagaimeana diatur dalam Peraturan 1
dilakukan zesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaky.

BAB VII
PENUTUP

Pazal 14

(1> Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan

dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaky;

(1) Peraturan ini mulai berlakn padatanggal ditetapkarn .

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29 aqustvs 2006

BUPATI PONTIANAK
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C 21 Aszten Feonomi dan Kesra

Setda Kab. Pontianak
22 Kadiz Hut-Bun Kab. Pontianak
22 Kadi=z Pertanian dan Peternakan

Kab. Pontianak
Kadis Perindagkop Kab. Pontianak

Kakan Depag Kab. Ponttanak

% | Kwarcab Pramuka Kab. Pontianak
27 Ketua KNPI Kab. Pontianak
28 Ketua Kadin Kab. Pontianak
29 Ketua GAPENSI Kab. Pontianak

20 Asjoten Administrast dan Umum
' Setda Kab Pontianak

31 | Kepala BAPPEDA Kab. Pontianak

L
o

Kakan Informasi, Arsip dan Perpusda
Kab. Pontianak

b
L
:‘1
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ladiz 1 H, Eneroi dan SDM
Kab. Fontianak

34 Kabid Anecaran

BPED Kab. Pontianak

Ketna Bidang Kerjazama dan Peran
Maszvarakat
Angeota

Angzota

Anggota

g
et
i
K0

gzota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Eetua Bidang Adminietran

aeria

23 Kabag Hukum Setda Kab. Pontianak Anggota !
16 Unzur Ormas dan L5M Anggota '
1 Kab. Fontianak

Diwvidangran di Mempawah

padatangoal 30..../.08, ./ p006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAZ
S

SYE'BI BYOUIB

BERITA DAERAH XASUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

/

AGUS SALIM
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOE  : 17 TAHuN 2006

TANGGAL © ag  aqustvs  lool
TENTANG : PEMBENTUEAN SATUAN PELAKSANA DAN

- SEKRETARIAT SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA EABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT SATT AK-PB KAB PONTIANAK

{

Kepala Bidang Soz1al
SOSNAKERTRANE Kab. Pentianak

Na Jahatan/ Instansi/ Organisasi Kedudukan dalam Sekretariat
1 i Sekretariz Daerah Kabupaten Ponttanak Koordinator

2 Kadiz Perhubungan Kab. Pontianak Ketua Bldang Penanganan Bencana
1 Kabag Bina Mitra Polres Pontianak Angeota

4 Pazi Ter Kodim 12017 Mph Anggota

3 Asmsten Tata Praja Anggota

f Setda Kab. Pontianak

0 Kepala Kantor 5at. Pol. PP Anggota

7 Kadiz Perikanan dan Kelavatan Anggota

8 Ketua SAR kab. Pontianak Anggota

9 Ketua ORARI Kab. Pontianak Anggota

10 Ketua RAPI Kab. Ponttanak Anggota

11 Ketua UKK Kab. Pontianak Angeota

12 Kacab PMI Kab. Pontianak Anggota

13 Kadiz SOSNAKERTRANS Ketua Bidang Penanganan Pengungst

Kab. Pontianak

14 Kadis Kezehatan Kab. Pontianak Anggota

15 | Kadis Pekerjaan Umum Kab. Pontianak Anggota

16 Kabag Keszra Setda Kab. Pontianak Angeota

17 Direktor RS Dr. Rubint Mempawah Angeota
18 Kacab PLN Ranting Mempawah Anggota
fo Direktur PDAM Mempawah Anggota

Afticsota




LAMPIRANTPERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR - 17  TAHUN 2006
TANGGAL © WM agustvs 2006
TENTANG FEMBENTUKAN SATUAN PELAESANA DAN

SEERETARIAT SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK-PB KAB. PONTIANAEK

| Na ; Kedudnkan dalam SATLAK-PR Jabatan dalam Kedinasan: Organisasi |
b Eetua Bupati Pontianak
2 Wakil Ketual Merangkap Anggota Dandim 12017 Mph "
|3 , Wakil Ketua Il Merangkap Anggota Kapolres Pontianak
4 ; Eetua Hartan Merangkap Anggota Wakil Bupati Pontianal
| 5 sekretans Merangkap Anggota Sekretans Daerah Kabupaten Pontianak
& | Sekretaris Pelaksana Hatian Kabag Kesbang-Linmas
Merangkap Anggota Setda Kab. Pontianak -
1 Wakil Sekretaris Merangkap Anggota Kadizs SOSNAKERTRANS
Kab. Pontianak ‘a
g Anggota Kepala BAPPEDA
‘ Kab. Pontiacak
9 Anggota Aszisten Tata Praja
Setda Kab. Pontianak |
10 Anggota Aszizten Ekonomi dan Keara
Setda Kab. Pontianak |
1t Anggota Agisten Administraz dan Umum
Setda Kab. Pontianak
12 Angeota Kadis Kesehatan
Kab. Pontianak
13 Angeota Kadis Pekerjaan Umum
Kab. Pontianak
14 Anggota Kadiz Perhobungan
Kab. Pontianak J
15 Anggoota Kadiz Pendidikan
! o Kab. Pontianak .
16 Anggota Kepala BPKD |
) Eab. Pontianak
17 Anggota Kepala Kantor Sat. Pol. PP
Kab. Pontianak
18 Anggota Dinas L H. Energi dan 3DM
| Kab. Pontianak
19 anggota Camat yang wilayahnya terkena bencana
\ l

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal .39....1.08..1..292
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PON'nANAx
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BUPATI PONTIANAK,

W

AGUS SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK 5
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